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SURAT   TUGAS 

Nomor : 188/BSDK/ST.KP7.1/VII/2025 

 

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Focus Group 

Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi 

Penyelarasan Kepangkatan Dan Kesejahteraan Anggota 

Militer Yang Bertugas Di Mahkamah Agung Dan Badan 

Peradilan Dibawahnya”. 
 

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia    

Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2025; 

2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia              

Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 

2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat 

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun 

Anggaran 2025; 

3. Surat Keputusan Kepala Pusat Strategi Kebijakan 

Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 

115/BSDK.2/SK.HK1.2.5/VII/2025 tentang 

Penunjukan Tim Penyusunan Naskah Urgensi 

“Penyelarasan Kepangkatan Dan Kesejahteraan 

Anggota Militer Yang Bertugas Di Mahkamah Agung 

Dan Badan Peradilan Dibawahnya” tanggal 21 Juli 

2025; 

4. Surat Keputusan Kepala Pusat Strategi Kebijakan 

Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 

116/BSDK/SK.HK1.2.5/VII/2025 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion 

(FGD) Penyusunan Naskah Urgensi “Penyelarasan 

Kepangkatan Dan Kesejahteraan Anggota Militer 

Yang Bertugas Di Mahkamah Agung Dan Badan 

Peradilan Dibawahnya” tanggal 21 Juli 2025. 

 

M  E  N  U  G  A  S  K  A  N  : 

 

Kepada : 

No Nama/NIP/Golongan Jabatan 

1.  
Bambang H. Mulyono 

196505141993031004 – IV/e 

Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan 

Diklat Kumdil MA RI 

2.  
Edi Wuryanto 

513166 - Marsma 

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis 

dan Administrasi Peradilan Militer 
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Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Militer dan Tata Usaha Negara MA RI 

(Koordinator) 

3.  
Ach. Jufri 

196803181993031002 – IV/d 

Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan 

Kumdil MA RI 

4.  
Sahwan 

196808171989031007 – IV/d 

Kepala Biro Perencanaan dan 

Organisasi Badan Urusan Administrasi 

MA RI 

5.  
Sahlanudin 

197205041998031003 – IV/c 

Kepala Biro Kepegawaian Badan 

Urusan Administrasi MA RI 

6.  
Ida Yanti 

Kolonel 

Kepala Sub Direktorat Pembinaan 

Tenaga Teknis Peradilan Militer 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Militer dan Tata Usaha Negara MA RI 

7.  
Muhaemin 

11970003240568 – Kolonel 

Kepala Sub Direktorat Pengembangan 

Tenaga Teknis Peradilan Militer 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Militer dan Tata Usaha Negara MA RI 

8.  
Agustono 

21940080960873 - Letkol 

Hakim Yustisial Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Militer dan Tata 

Usaha Negara MA RI 

9.  
Teza Rizkianti Safarindah 

533191 - Letkol 

Kepala Seksi Mutasi Hakim Sub 

Direktorat Pengembangan Tenaga 

Teknis Peradilan Militer Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Militer Dan 

Peradilan Tata Usaha Negara MA RI 

10. 
Sultan Sahrir 

533191 - Letkol 

Kepala Mutasi Panitera Sub Direktorat 

Pengembangan Tenaga Teknis 

Peradilan Militer Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Militer Dan Peradilan 

Tata Usaha Negara MA RI 

11. 
Awan Karunia Sanjaya 

18897/P – Mayor Laut 

Hakim Yustisial Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Militer Dan Peradilan 

Tata Usaha Negara MA RI 

12. 
Dede Juhaedi 

21990050480178 – Kapten 

Hakim Militer Pengadilan Militer I – 04 

Palembang 

13. 
Estarina Aritonang 

21150236460696 - Serka 

Klerek – Pengolah data dan Informasi 

Seksi Mutasi Panitera dan Juru Sita 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negar 

MA RI 

14. 
Hendra Gian Sudaryanto 

31010420610182 - Kopka 

Klerek – Pengadministrasi Perkantoran 

Seksi Bimbingan dan Monitoring 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negar 

MA RI 

15. 
Bestian Panjaitan 

198001082009121002 – IV/a 

Klerek Penelaah Teknis Kebijakan 

Subbidang Evaluasi Pusat Strategi 

Kebijakan Kumdil MA RI 
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16. 
Williem F. B Gustianto 

198208292011011002 – III/d 

Klerek Penelaah Teknis Kebijakan 

Subbidang Kerjasama Pusat Strategi 

Kebijakan Kumdil MA RI 

17. Ronizam Binarda Yusuf 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri Pusat Strategi Kebijakan Kumdil 

MA RI 

18. Ndaru Wibowo Kusumo 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri Sekretaris Badan Strategi 

Kebijakan Kumdil MA RI 

19. Wandi Subekti 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri Sekretaris Badan Strategi 

Kebijakan Kumdil MA RI 

20. Muhamad Anwar 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri Sekretaris Badan Strategi 

Kebijakan Kumdil MA RI 

 

Untuk 

 

: 

 

Melakukan perjalanan dinas dalam negeri ke The Naripan 

Hotel, Jl. Naripan No.31-35, Braga, Kec. Sumur Bandung, 

Kota Bandung, Jawa Barat (40111). Dalam rangka 

melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 

Penyusunan Naskah Urgensi “Penyelarasan Kepangkatan 

Dan Kesejahteraan Anggota Militer Yang Bertugas Di 

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya” 
pada tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2025. 
 

 Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025 Nomor : 005.06.1.610378/2025 

tanggal 02 Desember 2024. 

 Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

 Bogor, 23 Juli 2025 

 

 

 

 

 

Tembusan : 

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI; 

3. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI; 

4. Kasubbag Kepegawaian Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil 

MA RI; 

5. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI.  
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